
GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

1.

c.

GUBERNUR BENGKULU,

batrwa sistem dan prosdur pengelolaan lauangan daerah Rovinsi

gengln lu diatur dengan peraturan Gubemur gengktilu Nomor 32

Tahr.m nlz tenhng Sist€rn dan Prose&:r mngelolaan feuangan

Daerafr sebagairnana telah diubah dffigarl kraaran Gubenrur

genglflIlu Nomor 29 Tahun 2AL4;

ba&rua dalam rangka percepatan p€n],€rapan *rgarart

rerlaapaan Dan Belar$a kerah Proviirsi gendnft A;panOang

perlu melakriian perubahan persntase pengunaan uang

persdiaan;

bahwa berdamrkan pertimbangan sebagaimana dirmaktd hr-rruf a

dan hlxuf b pertu rnenetapkan kmhrran Grrbemur gengkulu

tentang Feruhhan IGdr:a Atas krahffan Gubemur Nomor 32

Tahun 2OL2 t€ntang Sistem dan Rpdur Fengelolaan lGuangan

Daeraft;

Undang-Undang Nomor I Tahun 1967 tentang

Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1967 Nornor 19, Tambahan

Lembaran Negara Repr.lblik Indonesia Nomror 28281;

Mengingat :

b.
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679|;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2A Tahun 1968 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan

Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor

34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2884):

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2}ll Nomor 31O);

5. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2AO7

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OOT Nomor

6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu

Nomor 6 Tahun 2OO7 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu

Tahun 2016 Nomor 4);
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Menetapkan

6. Peraturan Gubernur Bengkulu Nornor 32 Tahun 2Al2

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2Al2

Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Perattran

Gubernur Bengkulu Nomor 29 Tahun 2OL4 tentang

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32

Tahun 2Al2 tentang sistem dan Prosedur Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu

Tahun 2Ol4 Nomor 29);

MEMUTU$KAN:

PERAIURAT.I GUBERNUR BF,F{GKI.]IU TE,IYXANG PERUBAHAN

KEDUA ATPIS PERffruRAIY GUBERNUR BENGKUIIJ NOMOR 32

TAT{[.]N ,2OL2 TE}TTAI{G S[S.TE[V[ DA}I PROSEDUR

PEI{GEX,.OXAAT.I KE[.,ANGAI{ DAF;RAH.

Pasal I

Ketentuan Lampiran IV Huruf A angka 1.a nornor 2) dalarn

Feraturan Gubemur Benglrulu Nomor 32 Tahun 2Al2 tentang

Sistem dan Prosedur Fengelolaan Ker:angan Daerah (Berita

Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2Ol2 Nomor 32),,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur

Bengkulu Nomor 29 Tahun 2Al4 tentang Perubahan Atas

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2OI2

tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2Ol4

Nomor 29) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

2) SPP Ganti Uang (SPP-GU); yang dipergunakan untuk

mengganti UP sudah terpakai. Besaran nilai GU yang

dapat diajukan apabila UP telah digunakan minimal

5oo/o.

Misal:

Suatu PD mendapatkan alokasi UP pada tanggal 4

Januari sebesar Rp. 10.000.000. Pada tanggal 20

Januari UP tersebut telah terpakai sebesar Rp.

J
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5.OOO.OOO, maka SPP-GU yang diajukan adalah

sebesar Rp. 5.OOO.0OO untuk mengembalikan saldo UP

ke jumlah semula

Pasal II

1. Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka

Lampiran IV Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32

Tahun 2At2 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomot 29 Tahun 2OL4

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan Peraturan Gubernur ini.

2. Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 25 Juli 2017

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH
Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 25 Juli 2OL7

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

H. GOTRi SUYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 24

dengan aslinya
RO HUKUM,

NrP, 19710915 199803 1
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